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PENDAHULUAN 
 

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia semakin menegaskan diri sebagai 
negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat (people’s 
soverignty) adalah gagasan tertinggi yang menetapkan bahwa kekuasaan 
pemerintahan mesti dibatasi (the power of government, de macht van de 
overheid). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) 
yang menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 
berdasarkan UUD tersebut, salah satunya dilaksanakan dengan Pemilu. Dengan 
demikian, Pemilu merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat 
yang diselenggarakan untuk memilih dan mengisi jabatan Eksekutif (Presiden 
dan Wakil Presiden) dan untuk memilih dan mengisi jabatan Legislatif (DPR, 
DPD dan DPRD). Pemilu merupakan salah satu dan bukan satu-satunya 
instrumen demokrasi, namun pemilu merupakan wujud manifestasi diakuinya 
pemegang kedaulatan primer (primairy soverignty) dalam menjaga kedaulatan 
rakyat.  

Bahkan negara dapat dikatakan menganut sistem politik demokratis sangat 
ditentukan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sebagaimana didoktrinkan oleh 
Powell: 

Political decision are not by any means the only instrument of vote based 
system. They should be helped by different associations and by decides that 
support correspondence and collaboration. However, races appear to be 
the basic vote based instrument. They guarantee to build up associations 
that propel or incredibly urge the arrangement creators to focus on 
residents. There is boundless agreement that the presence of cutthroat 



 

 

 

 
 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA  
HUKUM, DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN 

 
 

A. TEORI NEGARA HUKUM 
1. Konsep Negara Hukum 

Pada dasarnya gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan 
konsep nomoi. Dalam nomoi Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan 
negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. 
Kemudian ide Plato ini didukung oleh muridnya yaitu Aristoteles yang 
menuliskannya dalam buku yang berjudul Politica, yang di dalamnya 
berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah 
dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ditambahkan oleh Aristoteles 
bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: pertama, 
pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan 
dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, 
bukan hukum sewenang-wenang dengan mengesampingkan konvensi dan 
konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang 
dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang 
dilaksanakan pemerintahan despotik.11 

 
 
 

                                                           
11i Muhammadi Tahiri Azhari,i Negarai hukum,i (Jakarta:i Bulani Bintang,i 1992),i 
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PEMBAHASAN 
 

 

A. PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN CIANJUR DAN 
PERMASALAHANNYA 
Secara umum pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Cianjur 

telah berlangsung cukup lancar sebagaimana mestinya. Dari setiap rangkaian 
tahapan-tahapan kepemiluan mulai dari awal hingga hasil rekapitulasi suara 
telah berjalan cukup kondusif dengan hasil yang baik. Semua ini tentunya tidak 
terlepas dari tugas dan peran-peran krusial yang telah dilakukan oleh berbagai 
pihak yang bekerja dan mendedikasikan diri secara penuh dalam mengawal 
terselenggaranya pemilu serentak 2019 di Kabupaten Cianjur.  

Pemilu serentak 2019 dilaksanakan untuk memilih calon Presiden dan 
Wakil Presiden, kemudian anggota Legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD, 
selanjutnya untuk memilih perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Bagi 
masyarakat, penyelenggara, peserta maupun pemerintah hal ini merupakan 
sebuah mekanisme yang baru dan baru diterapkan pertama kali pada pemilu 
2019 lalu. Hal tersebut tentu saja membawa dampak yang positif yang 
berkelindan dengan dampak negatifnya pula. Positifnya, segala rangkaian bisa 
dilakukan secara bersamaan dengan tahapan lainnya, dalam 
menyelenggarakan hajatnya pun bisa dilakukan sekaligus. Akan tetapi dampak 
negatifnya akan sangat berpengaruh terhadap teknis penyelenggaraan, seperti 
masyarakat yang mengalami kebingungan dalam teknis pemilihan karena surat 
suara yang tersedia terlalu banyak hingga pada penyelenggara yang disibukkan 
dengan berbagai macam pekerjaan, instrument dan laporan yang diakibatkan 
oleh setiap tahapan. Akan tetapi semua hal tersebut pada akhirnya dapat 
diselesaikan sebagaimana seharusnya. 



 

 

 

 

 
PENUTUP 

 
 

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan serta 
pembahasan baik berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan 
selama mengadakan penelitian, maka sebagai penutup, penulis sampaikan 
poin-poin penting dari laporan ini sebagai berikut: 
1. Kerangka hukum Pemilu di Indonesia secara umum telah selaras dengan 

komponen Pemilu demokratis sebagaimana dibahas di atas. Kerangka 
hukum Pemilu di Indonesia terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (3) berbagai 
peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), (4) berbagai peraturan Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu), (5) peraturan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan 
tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, (6) 
peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang Perkara Pelanggaran 
Administrasi Pemilu serta peraturan tentang Perkara Tata Usaha Negara 
Pemilu, serta (7) peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan 
Hasil Pemilu. Keseluruhan kerangka hukum Pemilu di atas menjadi dasar 
pelaksanaan Pemilu serta memberi landasan dalam penyelesaian 
sengketa/pelanggaran Pemilu. Semua kerangka hukum diatas tentunya 
guna menunjang tuntutan komponen standar pemilu demokratis yang 
diakui secara universal. Komponeni tersebut adalah sebagai berikut: (1) 
Structure of the legal framework/Struktur kerangka hukum; (2) Electoral 
system/sistem pemilihan; (3) Electoral boundaries/batas pemilihan; (4) 
Political parties/Partai politik; (5) Political finance/Keuangan politik; (6) 
Electoral management/Manajemen pemilihan; (7) Gender equality/ 
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